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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. Penerapan aturan akuntansi Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan 
tanggung jawab dan transparansi Manajemen Keuangan Daerah diatur di 
Badan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Aturan Akuntansi 
Pemerintah yang menjadi titik referensi dalam persiapan laporan keuangan 
sehingga hubungan disusun sesuai dan terstruktur.  
2. Faktor-faktor yang menghambat standar akuntansi pemerintah untuk 
mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan 
daerah. Pertama, penerapan tolok ukur sempadan membutuhkan dukungan 
dari manajemen daerah (walikota), karena laporan pengelolaan keuangan 
merupakan laporan pertanggungjawaban walikota yang membidangi 
pengelolaan keuangan daerah. Dukungan dan komitmen walikota 
merupakan faktor utama dalam penyelesaian masalah internal lainnya 
melalui rencana politiknya. Kedua, pemerintah masih kekurangan sumber 
daya manusia yang bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas 
akuntansi. 
5.2 Saran 
1. Merekrut dan melengkapi sumber daya manusia yang kompeten dengan 
latar belakang akuntansi, dan melatih Manajer Keuangan Pemerintah Kota 




2. Pemerintah pusat berpendapat bahwa perumusan kebijakan harus 
konsisten dengan undang-undang lain, karena hal ini dapat 
membingungkan pemerintah daerah dalam menerapkan undang-undang 
tersebut. 
3. Dalam rangka meningkatkan transparansi laporan keuangan dinas pajak 
dan pengelolaan keuangan Kota Mataram, sebaiknya diuraikan status fisik 
aktiva tetap dan persediaan per tanggal neraca dalam catatan atas laporan 
keuangan. 
4. Pemerintah daerah lainnya dapat belajar dari Dewan Kota Matlan 
semangat kerjasama dan pemahaman peran dan tanggung jawab masing-
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